
SALINAN

GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH

PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang' F3*::"ff-*ffif"#"h;,#$ffi" ;i:*J':H^tlH
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Bengkulu tentang Penetapan Target Kingrja
penerimaan ra3at Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
Anggaran 2018;

Mengingat : 1. undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 tentang
Pembentukao Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun L967 Nomor 19, Tanrbahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828l';

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oa9 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);

3. Undang-undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5.23$;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang
Pemerintahan 

-Daerah (I*mbaran Negar:a Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
tamuatran kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

5. Peraturan Pemerintah Nomot 20 Tahun 1968 tentang
berlakunya undang-undang Nomor 9 Tahun t967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tarnbahan Iembaran Negara Repr'lblik
Indonesia Nomor 285ah



6.
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20o5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

nepirUtit Indonesia Gh.r, 2OO5 Nomor 14O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

PeraturanPemerintahNomor6gTahun2ototentang
TataCaraPemberiandanPemanfaatanlnsentif
PemungutanPajakDaerahdanRetribusiDaerah
pembalan Negara Republik Indonesia Tahun 2010

ilIo*o,. 119 tamUafran Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2oa6
i"rrt"rtg Pedoman Pengelol'aan Keuangan Daerah'

sebagafmana telah aiuUah beberapa k"li terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

MenteriDajtamNegeriNornor13Tahun2oa6tentang
PedomanPengelolaanKeuanganDaerah(BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 310);

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 20 15

ientang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

nl"S"tJnepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O361;

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun

2O1,L tentang P4iak Daerah Provinsi Bengkulu
(Lembaran Daerah- Provinsi Bengkulu Tah-un 2ol7
ilo*o, 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah.ProvinsiBengkuluNomor6Tahun2aL4
l"rrt I1g perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

eengt<itu Nomor 2 ?ahun 2oLL tentang Pajak Daerah

Proinsi Bengkuh (t embaran Daerah Provinsi

Bengkulu Tahun 2OL4 Nomor 6);

7.

8.

9.

10.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARGET

KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI

BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu'

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat
Daerah Provinsi Benglnrl.L sebagai urrs\r per:yelengBara

Pemerintah Daerah.

3- Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu'

4. Badan adatah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Bengkulu-

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu'
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6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
Kontribusi wajib Kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan
*"".ru. luog"rrt[ dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmu tan ralryat'

7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
plig, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau
penguasaarl Kendaraan Bermotor.

B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan !*k
milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua
pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi
-ku1"n" juaf befi, tukar menukar, hibah, warisan, atau
pemasukan ke dalam Badan Usaha'

g. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selar{utnya
disingkat PBB-KB adalah Pajak atas Penggunaan Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor.

10. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP

.aa*rr Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Permukaan.

11. Pqjak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang
dipungut oleh Pemerintah.

BAB II

TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2018

Pasal 2

(1) Pencapaian target kinerja penerimaan pajak kendaraan
bermotor ditetapkan sebagai berikut:

a. triwulan I sebesar 18% (delapan belas persen);

b. triwulan II sebesar 4A%o @mpat puluh persen);

c. triwulan III sebesar 660/o (enaJrt puluh enam persen);
dan

d. triwulan IV sebesar l}Oa/a {seratus persen)'

(2| Pencapaian target kinerja penerimaan bea balik narna
kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

a- triwulan I sebesar 2Oo1o (dua-puluh persen);

b. triwulan II sebesar 4O% (empat puluh persen);

c. triwulan III sebesar 66Vo (enatn puluh enam persen);
dan

d. triwulan IV sebesar l0oo/o (seratus persen).

(3) Pencapaian target kinerja penerimaan pajak bahan
bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

a. triwulan I sebesar 18% (delapan belas persen);

b. triwulan II sebesar 38% (tiga puluh delapan persen);

c. triwulan III sebesar 650/o (enam puluh lima persen);
dan

d. triwulan IV sebesat TOOo/o (sera.tus persen).
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(4) Pencapaian target kinerja penerimaan pajak air
' ' p"*rkaan ditetapkan sebagai berikut:

a. triwulan I sebesar 15% (lima belas persen);

b.triwulanllsebesarS5%o(tigapuluhlimapersen);
c. triwulan III sebesar 6A0/o (enam puluh persen); dan

d. triwulan IV sebesar 1OO% (seratus persen)'

(5) Pencapaian target kineria penerimaan paiak rokok
ditetaPkan sebagai berikut:

a. triwulan I sebesar 157o (lima belas persen);

b. triwulan II sebesar 4Oo/o (empat puluh persen);

c. triwulan III sebesar 75o/o (tujuh puluh lima persen};

dan

d. triwulan IV sebesar 10O% (seratus persen)'

(6)Pemberianinsentifpajakdaerahdilakukanapabila
target sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2)' ayat (3)'

ayat (4) dan aYat (5) tercaPai'
(? plUks arLaan pernterian insentif sebagaimana dimaksud

ayat (6) dilakJanakan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 3
SegalabiayayangtimbulakibatditetapkannyaPeraturan
Cribernur ini dibJbankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belar{a Daerah Provinsi Bengkulu'

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar letiap orang mengetahuilya, memerintahkan
pJngUndangarl Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

a*"* Berita Daerah Provinsi Bengkulu'

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 26 Maret 2018
Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Beng!<ulu
pada tanggal 26 Maretz0lS
bgxnmerus DAERAH PRovINSI BENGKULU'

ttd,

NOPIAN ANDUSTI

i dengan aslinya
HUKUM,

199203 1 003
PROVTNSI BENGKULU TAHUN 2OL8 NOMOR 12

TK.I


